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Dosen FH UNTSSULA

secfion 24 verse (1) Basic Law of rndonesian Repubtic year 1948 said that.Judge
lowel is an independent power for handtiig.cgurt to uphotding the law and justice,,.ln o,rder..to uph2rdi\o raw.and justice, it nielded ta* riiari"i'iri6uagr, prasecutor,and policeman) who las gooa- moiat integrity .r, , jiurii't"" to do their job. Forth.at purpose, the exlsfence of Judiciat c'ommission, prosecutor cammission andNational Police commission rs has to be, thereis as an niigiia"nt institution whohas assignment to take care law enforcement ethics as wrriei in section 24 B thatJudicial commission is independent, has..authoity ro suglesr raising of NobleJudge, and also to take care ihe hono,r of alljuage funivio

Abstract

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai Negara hukum diawali dengan munculnya
s"itik terhadap praktek bentuk pemerintahan yang absoluie yang tidik
:nemberikan ruang gerak terhadap kebebasan dan hak asasi rnahusia ,oleh
sebab itu kekuasaan negara harus dibatasi dengan aturan -aturan hokum
aEar kekuasaan negara tunduk pada kehendak rakyat sebagai pemilik
redaulatan (demokrasi )oleh sebab itulah lahirnya konsep negara
demokrasi diikuti dengan konsep negara hukum yang sama-sama
menghendaki agar kekeuasaan negara dibatasi . 

-Gagasan 
bahwa

kekuasaan pemerlntah harus dibatasi pernah dirurnuskan oleh seorang ahli
sejarah inggiris Lord Actan dengan mengingatkan bahwa pada nranusia itu
bnpa kecuali melekat banyak kelemahan . daritnya yang menjadi masyhur
bunyinya sebagai berikut " Power tends to coruupt ,but absolute power
:cruupts absolutely ( manusia yang mempunyai kekuasaan cenderunng
untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyal
kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalah gunakan kekuasaan ) 

1

Dalam konsep lslam yang terdapat dalam Alqurlan lebih dulu dari
!o1d Acton memperingatkan dalam surat AllAraq ayat 6 dan 7 yang artinya
" Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui oitas, karena
cia melihat dirinya serba cukup ". Pada masa sekarang ini kita saksikan
betapa banyaknya manusia yang seperti diisyaratkan dalam Allquran

I Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilma politik,Gramedia,Jakarta, 19g9, hal.52.

Pentingnyo Keberadaan Lembaga.... (Sri Kusriyah) Z4g



tersebut., dan agar manusia tidak melakukan perbuatan itu Alloh SWT
memberikan contoh manusia yang sangat melampaui batas Firaun
menganggap dirinya sebagai Tuhan , sebagaimana terdapat dalam Surat Al

Qoshosh ayat 38 yang artinya " Dan berkata Firaun Hai para pembesar

kaumku aku tidak mengetahuituhan bagimu selain aku."

Konsep negara hukum diajukan Julius Sthal disebut dengan istilah
rechtsstat itu menlakup empat elimen penting yaitu :2

1. Perlindungan hak asasi manusia;

2. Pembagiankekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

4. Peradilan tata usaha negara.

sedangkan A.v.Dicey menguraiakan tiga ciri penting dalam setiap
negara hukum yang disebut dengan istilah The Rule of Law yaitu : '

1. supremacy of law

2. equality before the law

3. due process of law

Pembagian kekuasaan sebagai salah satu ciri negara hukunn pertama

kali dikemukakan oleh jhon Lokce bahwa tugas negara adalah : 
a

1. membuat atau menetapkan peraturan , legislative;

2. melaksanakqn peraturan perundang-undangan yang ditetapkan itu
dan mengawasi , ekssekutif dan yudikatif;

3. kekuasaan mengatur hubungan dengan negara lain ,federatif.

Ajaran tersebut yang kemudian terkenal dengan Trias politika , dilanjutkan
oleh Montesquieu menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau

tegasnya dipisahkan menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu

dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendidri yakni, legislative

,eksekutif dan yudikatif.

Femikir"an mengenai konsep negara hukum baik Rechtsstaat maupun Rule
Of Law dalam perkembangannya mengalami perubahan yakni dengan
rnemperluas makna negara hukum , lnternasional Comnnmission of jurist
pada konfrensinya di Bangkok tahun1965 dikemukakan bahwa syarat
dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah Rule
Of Law adalah : 5

1. perlindungan konstitusional, dalam arti konstitusi selain dari
menjamin hak-hak individual harus menentukan pula cara

'Jiroly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusianalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,Jakarta, 2006 hal.l\2.
t tbid.
a Soehino Ilmu Negra,Liberty, Yogyakarta,l980 hal.l09
5 Loc .Cit. hal60.
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procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin.

2. badan kehakirnan yang bebas dan tidak memihak ( independent and
impartial tribunals)

3- pemilihan umum yang bebas
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. kebebasan untuk berserikat
6. pendidikan kewarganagaraan (civic education).

lndonesia sebagai negara hukum sudah sangat tegas dimuat dalamuuD NRI tahun 194.s .pasal 1 ayat (3 ). Dalam 6al me"ngatur kekuasaan
negara menganut prinsip-prinsip ajaran trias politika namun-tiOak diteraplan
99lasqim,lna ajaran dari montesqieau, se'bagaimana diungkapt<an'oten
Mahfudz MD bahwa salah satu hal yang perlu d-'itegaskan bahwa lndonesia
berdasarkan l,-iuD 1g 45 tidaklah nnenganut paham trias politika . namunpelembagaan berbagai kekuasaan negara menunujukan dengan tegas
??lT1 6pala 

p:ymus UUD 1945 sangat dipengarur,i orun 4?ran tn=aspotrtrKa.' Pendekatan alternatif untuk menganalisis mengenai pengaturan
kekuasaan negara. yang diwujudkan oaTam pengatur?n keiem6agaannegara dikemukakan oleh Harjono bahwa uuB Nnt tahun 1g4s [elah
menganut sistim distribusi kewenangan lembaga negara secara fungsional
(Functionally distribu'ted sysem).uuD 1g4s menitapkan fungsilfungsi
lertenJu yang diperlu.kan .untuk penyetenggaraan ketatanegaraai, fungii-
fungsi tersebut adalah( 1.) penetapan aan pengubahan uub qz.1 pemb-uat
uu (3.) pelaksanaan.pemerintahan( a.) peiaksinaan peraoilair is.y rungii
lain. untuk meningkatkan kualitas 

.penyelenggaraan'pemerintahan 
ag"ar

tercipta good corporate governance.t
Fungsi peradiran yang merupakan unsur penting daram

penyelenggaran negara adalah merupakan unsur yang muflak harus ada
dalam negara hukum, keberadaannya sebagai oaromeier apakah hukum
:yd?h. .menjadi panglima dalam kehidupan bernegara ,oieh sebab itu
dibutuhkan sebuah. lembaga yang bebas dan indEpendent ,yang tidak
diinterfensi oleh kekuasaan lain baik legislatif maupun eksekutif . DalamuuD 1945 kekuasaan ini diatur dalam pasal 24ayat (1) menyebutkan
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yjng 'merdeka 

untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum-can keadilan . Arti
oenting dari Pasal ini bahwa fungsi peradilan disamping sebagai penegak
hukum adalah penegak keadilan , betapa pentingnya t<e-aoitan j-ni sehinlga
tsismar siregar mengatakan bila untui men'ela*an keadilan ,ii.

.l,t:};***dz MD , Pergatatan politik Dan Hukam, Gama Media, yogyakart4t999,
,vt / l+,

" i'jn*o, Lembaga-tembaga Negara Dalam (IUDIg4S,Dalam Jurnal Konstitusi Volume
-{'Nomor 2 ,Juni 2007, Malrkamah Konsitusi Republik Indonesi4 Jakart4z007,
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korbankankepastianhukum,akansayakorbankanhukumitu.hukumhanya
sarana ,sedangkan tujuannya 

"oaian- 
keadilan, mengapa tujuan

oit<oruanxan karena saranao

Dalamajaranlslamprinsip.keadilaninisang.Std.rjunjungtinggi
sebagaimana ter o"prt o"[r nr ouir"n surat Al Nisa Ayat 135 yang

artinya " wahai "r"..ff;;;ll.q. t.jiilan 
jadilah .[q*y. orans vans benar-

benar penegak x"roir"n-,riiniaJl r"r.ri r"i"n",AlPl 
. 

biarpun itu terhadap

dirimu sendiri .t"u-ifi'd"p-"ri-o"n tcaum kerabatmu , jika ia kaya atau

miskin, maka mron l"nin- tihu kemasl"knat"nnv"' Mqk?,iX:?:l]"J"1"il:

mengikuti hawa n"irrGt"na ingin menyimirang -d"il:l
kamu memutarbalikan (kata-kata) atau engg-an menjadi saksi 'maka

sesungguhnyanrron"o"r"nmaha'"ng"t"nuisegalaapayangkamu
kerjakan.,, Makna ;; p;;[.g da.ri ayat ini iOatafr kewajiban bagi orang yang

beriman untuk (1 )menegakkan keadil"n,tzl bersaksi.dengan jujur walaupun

pada diri sendiri, Oan (d)Oitar"ng. r"nuiutf ft"*" nafsu ,karena hawa nafsu

inilah yang *"nr"iunirst<an intis pada kenistaan dan manusia-manusla

pengikutnYa'
lTiJ* t','sip I sr am se perti y"ng 9i Tq9.PF: :j:l', Yll"llf;:"f:l:Dalam Pnnslp lsrarrr >."Psrrr rsr'" 

['iai'n.ii"i moral yang pokok, maka
bahwa keadilan merupakan pusa! g9l'-,---- 

^r^miah har ini karena :e

l3:x,'i"ffi :ffil.t"#:ffi :"HEi'"'"dt#;ill*t*i;l'H::ll;
i i'"ilffii'T"lffi ;i ;fi iliii-t:ir"i'i.na adil, keadilannva penuh de ng a n

kasih saYing kepada mahkluqnYa;

z ;Tff ru'''i?ffi;#;;rl# lLu1ryn Y€ns'9:3* "Hg
3':STt'"'ilJ.';T"Xi' ii;;' ii"1an"" -j::," i::TT:: dapat

:ff;ild;n"J"p"'ti'"'a-#k"Tq?lJ::::"1['H:**'";dlumpamaKan serr.'rLr -cruvqt" ''-"';fiasJ 
aran ,dari segi etimologi

3. d;ffi berasal dari perkatan adil , -^,-.^^a^^ a+,rr 
^aram 

nosrsj
:i?$f:ff :iff'ffiffiffi ;t, leieimnangan atau daram posisi

pertengahan
p,i n *i p "tl,#; I".1"' ap a bu a- d i ka i$.1" l":"qi: ..-?,?:l"n ;:3o 

"li*' 
31i.';

;l.l:::*i;:i"IiU;il""ffi;1":11''11,.*-"*::?i"[%*.,?:li-,3;'5[
*..--%i:il-f;:fr'il*J#lli'v. Y 'lrriuil '.rvut 

t'aru6 merasakan per*arc'

yang adil dari Penguasa',oru'' ;il;-* hukum dll f,',91,11^*,1':1" T:l'ljL::::X.P
,u,,J,T'fT^t'X!'[{l*T.it.'yq1;,1-qy:^f 'ff 

n"']#?:"i": jff 
:fl :":n#

;3ilP.T'?T;T.n;:.l 
j':##k;t;i;&U:'llf1',""*:::*Toiifl Jm

[JiHBii*X'-l 

"ili5;' 

X ffi ;- rieri 
"*,e'1111 i$ Yl-l?31T1-;.Y:1ff

$:Jj:3;'5il,5"*3'#fl[:'ii1il-1,?ffi1'ltddilrii"nri'"raktorvakn*t

t Dalam Didik Sunaryo, Kapita s-d:k! Sistim Peradilan Pidana,

rr,r"u"**"Avah Malang, Malang,2995' \u\?1',
iffii:'J1'i:;;;;;';f";;;;;.k;isptinltmarlukum'timpenvusunDepanm
Agama, Jakarta, 20}0,hal. 241'
fr 
-#:j#H:'#io:"'irg'i"i"ryyyi':t:l*HukumDatamKeranskaPembangunn

ni lnionesn, UI Press, Jakarta 1983 hal' 34'
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1. Faktor hukunnnya atau peraturannya sendiri;
2. faktor penegak hukurn; yakni pihak-pihak yanE membentuk dan

nnenerapkan hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendr.lkung penegakan;
4. faktor rnasyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku;
5. faktor budaya, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dari faktor-faktor tersebut diatas yang terpenting dalam proses

renegakan hukum sesungguhnya adalah faktor penegaknya itu sendiri,
eetapapun sudah tercipta peraturang perundangan yang baik dan didukung
rleh sarana dan fasilitas yang memadai ,namun apabila tidak didukung oleh
aparat yang tidak memiliki integritas moral dan akhlaq yang baik ,dapat
Jipastikan akan tejadi penyimpangan -penyimpangan dalam penegakan
rukum atau yang disebut dengan mafia peradilan, seperti yang
likemukakan oleh Antonius Sujata bahwa keberhasilan penegakan hukurn
Citentukan oleh orang yang menegakannya , yaitu aparat penegak hukum
lengan mengutip pendapat pakar hukurn Belanda Profesor Taverne yang
nengemukakan "berilah aku hakim yan baik, jaksa yang baik dan polisi
,ang baik, makq dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh
rasil yang baik11. Dalam UUD 1945 dalam rangka menjaga dan menegakan
<ehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakirn ,maka
iibentuklah sebuah lembaga yang keberadaannya diatur dalan Pasal 24 B ,

.''akni Komisi Yudisial dan untuk aparat penegak hukum lainnya seperti
aksa dan polisi telah dibentuk Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian
\asional. Bagaimanakah peran Komisi-komisi tersebut dalam rangka
:riewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di lndonesia, tulisan ini akan
sedikit mengulas persolalan tersebut.

II. PEMBAHASAN
A. Komisi Yudisial

1. Kedudukan Komisi Yudisial.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bukan berarti
kekuasaan yang tidak dapat diawasi oleh lembaga publik manapun,
hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
dalam lembaga peradilan sehingga terjadi mafia peradilan . Kita tidak
bias menutup mata bahwa mafia peradilan merupakan penyakit yang
sulit disembuhkan pada saat ini yang pada akhirnya dapat
menghilangkan akses masyarakat pencari keadilan , sebagaimana
diungkapkan J.E. Sahetapy bahwa mulai membicarakan amandeman
UUD 1945 yang ketiga bertalian dengan kekuasaan kehakiman

{-ntonius Sujata, Reformosi Dalam Penegakan Hukum, Jambatan, iakarta^ 2000, hal. 7.



semua anggota PAH 1 berpendapat hampir tanpa kecuali betapa
rusaknya peradilan/pengadilan meskipun sulit membuktikannya
secara yuridis suara-sauara tentang mafia peradilan, penyogokan dan
pembelian para petugas penegak hukum ,amburadulnya proses
penegakan hokum yang dilakukan oleh pencari keadilan, para
pengacara dan advokat hitam ,dan para hakim yang sebelum
reformasi bermain uang dibawah meja,tetapi kini tanpa rasa malu
atau sungkan tawar menawar diatas meja12, oleh sebab itu UUD 1945
dalam Pasal 24 B ayat ( 1 ) menyebutkan Komisi Yudisial bersifa
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakan kehormatan ,keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dengan dicantumkannya Komisi Yudisial dalam UUD 1%5
dalarn bab yang sarna dengan pengaturan kekuasaan kehakimar
yakni bab lX , maka walaupun KY bukan lembaga peradilan ,namur'
kedudukannya sama dengan MA dan MK, sebab yang merupakal:
lembaga pelaksana peradilan adalah sebagaimana dicantumkar
dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakimalr
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ,dan badan peradilan yarE
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum.lingkumgan
peradilan agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilar
tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. KY

merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penunjang (auxiliarg

agency ) , seperti yang diungkapkan oleh Haryono KY adalah
merupakan salah satu lembaga yang fungsinya untuk meningkatkar
kualitas good corporate governance / tata kelola organisasi yang bain
dalam rangka mewujudkan tata laksana pemerintahan yang bal,k

dalam hal ini kalau dikaitkan dengan fungsi peradilan yakni tegaknye
hukum dan keadilan di negara hukum lndonesia. Selanjutnlt
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 B UUD NRI 1945 ci

keluarkan tlU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal !
rnengatur kedudukan KY menebutkan bahwa Komisi Yudisria
merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalar
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengar,r
kekuasan lain.

2. Wewenang Komisi Yudisial
Dua kewenangan KY yang ditentukan dalam Pasal 24B ULtr

1945 selanjutnya diimplementasikan dengan dikeluarkannya UU ilu
22 lahun 2004 , Pasal 13 mengatur Komisi Yudisial mempurry-a

we\Nenang.

12 J.E. Sahetapy, Raison Dletre Komosi Yudisial, Buletin Komisi Yudisial Vol tr ]ic -

Agustus 2007 hal.43.
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a. rnengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DpR,
b. menegakan kehorrnatan dan keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim
Dalam rangka peran mengusulkan pengangkatan hakim agung

kepada DPR ,KY mernpunyai tugas, melakukan pendaftaran citon
hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung,
menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim Jgung
kepada DPR (Pasal 14 uu No 2212004), lc/ menyelenggarirai
seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung I psl 1g )
disinilah peran KY sangat penting untuk dapat secara mandiii
menjaring hakim agung yang tidak hanya cerdas dan profesinal dan
memenuhi kualitas akademik , namun juga rnemiliki moral dan
kepribadian luhur sebagai jaminan daram melaksanakan tugas
sebagai hakim yang akan menegakan hukum dan keadilan .

Dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran
martabat serta perilaku hakirn KY mempunyai tugas pengawasan
terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan clan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim(psr 20 uu No 22
12004 ) sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, Ky bertugas
mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim, ataupun dapat
mengusulkan kepada MA aiaupun MK untuk memberikan
penghargaan, (Pasal 21 dan 24 UU No 2212004)-ladi Ky tidak
mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ataupun
memberikan penghargaan , tetapi hanya mengajukan usul
penjatuhan sanksi ataupun penghargaan kepada MA 

-aiaupun 
MK,

dalam pelaksaan tugas pengawan ini , Ky wajib menaaii noma,
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan ,dan menjaga
kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan ranasij Ky
yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota .

Kewenangan KY yang berkaitan dengan pengawasan perilaku
hakim sebagaimana tersebut diatas, dengan adanya pengajuan hak
uji materiil terhadap uu 2212a04 , MK melalui putusan tto obslpuu-
lv/2006 membatalkanseluruh pasal yang berkaitan dengan
pengawasan. Dibatalkannya Pasal-pasal yang terkait dengan
pengawasan paling tidak didasarkan pada beberapa alasan berikut :13

1) uu lff melalui Pasal 13 huruf B juncto pasal 20 uu Ky sebagai
penjabaran Pasal 24 B uuD 1945 menggunakan rumusan kalimat
yang berbeda , sehingga menimbulkan masalah dalam
penormaannya dalam uu KY yang menimbulkan ketidakpastian
hokum ( rechsonzekerheid)

13 Rakhmat Bowo suharto, Kedudukan dan Kewenangan Komisi yudisiol di l{egara
Demokrasi Pancasila, Buletin Komisi yudisial, Vol tI -No 01 Agustus 2007,ha1.20.
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2) UU KY terbukti tidak rinci mengatur mngenai prosedur pengawasa,
tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa sr.rbyek yang
mengawasi, apa obyek yang diawasi,instrument apa yang
digunakan ,serta bagaimana proses pangawasan
dilakukan,sehingga ketentuan tentang pengawasan dalam UU Ky
menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
pelaksanaannya;

3) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU KY didasarkan
atas paradigma yang tidak tepat, seolah -olah hubungan antara MA
dan KY berada dalam pola hubungan Check and balances antara
cabang kekuasaan dalam kontek ajaran pemisahan kekuasaan.

Putusan MK tersebut telah menggebiri kewenangan KY
dalam hal pengawasan, satu-satunya lembaga komisi yang
pembentukannya diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga mempunyai
kedudukan yang kuat , namun seperti macan ompong , kedepan
mestinya dalam rangka penguatan kewenangan KY sebagai lembaga
pengawas perilaku hakim segera dibuatkan UU baru , dan belajar dari
pengalaman UU No 22 tahun 2004 lembaga legslatif harus lebih hati-
hati ,cermat dan teliti dalam merumuskan norma-norma hukumnya,
sehinga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

B. Komisi Kejaksaan'
1. Kedudukan

Kinerja kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hkum dan
keadilan bersama kepolisian dan hakim turut serta menentukan hitam
putihnya hukum di negeri ini. Dalam menangani berbagai kasus, kinerja
aparat kejaksaan agung tetap diawasi masyarakat. Suara-sauara miring
yang menyebutkan begitu mudahnya jual beli perkara dinegosiasikan di
lembaga ini sungguh mengiris hati dan membuat kecewa siapa saja yang
mengidarn-idamkan hukum berlaku secara adil. Menyadari hal itu ,itulah
sebabnya dalam 100 hari pemerintahan sBY-JK salah satu target adalah
rnembentuk komisi kejaksaan. 1a

Keberadaan Komisi Kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 38 uu No 16 tahun2004 tentang Kejaksaan Republik
lndonesia, rnenyebutkan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan
,Presiden dapat membentuk sebuah komisi di mana susunan dan
kewenangannya diatur oleh Presiden.Selanjutnya pada tahun 2005
Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun2005 tentang
Kornisi Kejaksaan Republik lndonesia. Kedudukan Komisi Kejaksaan diatur
dalam Pasal 3 sebagai berikut :

ra Kompas Cyber Media,27 Maret2006.
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{1) Komisi kejaksaan merupakan lembaga pernerintah non
etrukturai yang daram meraksanakan tugas dan
'dvewenangnya bersifat mandiri ,bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun;

(2) Komisi kejaksaan berada dlbawah dan bertanggung jawab
kepada peresiden

Terkait dengan kernandirian komisi ini dari kekuasaan manapun dalam
relaksanakan tugasnya,perlu dipertanyakan apakah kekuasaan legislative
:tau eksekutif , mengingat bahwa lembaga ini adalah lernbaga pu,i"rlni"r,
"- 

a.n g bert-anggung j awab kepada presiden-, dengan dem ikian ['ea uaur.annya
adalah dibawah Presiden , -seharusnya kalau-memang ingin r"nenjadikan
';cmisi ini dalam rnenjalankan tugainya secara ino5perioen ,mestinya,embaganya juga harus bersifat independen

i Tugas dan wewenang.
Ada tiga haryang^menjadi tugas Komisi Kejaksaan sebagairnana: atur dalam Pasal 10 pp 1g 1Z}AS yat<ni:

a. melakukan pengawasan ,pema.ntauan dan penilaian terhadap
kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanaxan tugas
dan kedinasannya;

b. melakukan pengawasan,pementauan dan penilaian terhadap sikapdan perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan baik daram ,i 
"upuhdiluar tugas kedinasan.

c. melakukan pengawasan, pemantauan dan
organisasi kelengkapan sarana prasarana
manusia di lingkungan Kejaksaan .

penilaian atas kondisi
,serta sumber daya

rEiau melihat tugas komisi kejaksaan sebagaimana diatas ternyata bidang:jlasnya lebih berat disbanding tugas Ky , sebab disamping *"ngu*rui:e'laku Jaksa , juga rnengawasi pegawai di lingkungai kejaisaan,
c'snudian kinerjanya, serta kondisi organisasi relirsaan , mlngingai-'-'gasnya yang begitu luas apakah komisi ini sudah dilengkapi cSnjan
i*r'an€-sarana yang.dapat menunjang untuk pelaksanakan tugasnya, ka]au
raak jangan-jangan lembaga ini hanyi sebagai pelengkap sajJ.

Dalam melaksanakan.tugas pengawasan Komisi Kejaksaan juga
nc o menaati norma hukum dan-ketentuan peraturan perunding-unoa;gin
rgr: nlenjaga rahasia keterangan yang karena sifatnya merupakan rahJsiaq:-isi kejaksaan yang diperoleh berdasarkan recuourannya sebagal
a--;gota, sebagaimqna {y ,komisi ini juga tidak rnempunyai ke*enangin-':: aiuhkan sanksi .. dan hanya berwenang nrengajukan usur ying
:r,.raitan dengan hasil pengawasannya.

I Komisi Kepolisian Nasionai
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1. Kedudukan dan Tugas.
Pada masa sekarang ini sering dikampanyekan kepaoe

masyarakat slogan-slogan bahwa polisi merupakan pengayom dr
sahabat rakyat , slogan tersebut agar tidak hanya menjadi ucapan saja
semestinya harus diikuti oleh perubahan perilaku polisi, hal i;
disebabkan bahwa tugas polisi sebagaimana diatur dalam uu No i
tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisiar
Negara Republik lndonesia adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban.masyarakat;
b. menegakkan hukum,dan
c. memberfkan perffndungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat
Dengan tugas ini diharapkan memberikan penegasan watak Kepolisian
Negara Rl sebgaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya
sebagai sumber kode etik Kepolisian yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

Perkernbangan kemajuan masyarakat yang diakibatkan adanya
reformasi , menimbulkan berbagai tuntutan seperti supremasi hukum , hak
asasi manusia, demokratisasi, transparasi dan akuntabilitas, telah
menimbulkan pemikiran yang baru dalam melihat tujuan tugasdan fungsi
polisi , yang selanjutnya menyebabkan tuntutan dan harapan masyarakat
terhadap pelaksaan tugas kepolisian, berkaitan denga hal tersebut maka
diperlukan adanya sebuah lembaga di luar kepolisian untuk membantu
peNaksaan tugas -tugasnya. UU No 212002 Pasal 37 mengatur adanya
Lembaga Kepolisian ,sebagai berikut Lembaga kepolisian nasional yang
disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dab
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pelaksaan dari ketentuan tersebut diatas Presiden mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian
Nasional.Pasal 2 mengatakan Komisi Kepolisian Negara berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden , adapun tugasnya adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

a. mernbantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian
Negara Republik lndonesia ;

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan
. dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia.

Terkait dengan tugas tersebut kalau dibandingkan dengan Komisi
Yudisial dan Komisi Kejaksaan yang berkaitan langsung dengan tugas
pengawasan perilaku penegak hukum , maka Komisi Kepolisian tidak
bertugas dalam tataran praktek ,namun dalam ranah kebijakan ,oleh sebal'
itu hasil kerja dari komisi kepolisian mungkin baru terlihat lima atau sepuluh
tahurr kedepan.
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2. Kewenangan.

.Dalarn rangka pelaksanaan tugas , Komisi Kepolisian berwenang
untuk :

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian
ggran kepada Presiden yang berkait dengan anggaran kepolisian
Negara Republik lndonesia, dan pengembangan sarana dan
prasarana Kepolisian Negara Republik lndonesia.

2. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam
upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik tndonesia yang
professional dan mandiri; dan

3. menerima saran dan keluhan dari rnasyarakat mengenai kinerja
kepolisian dan rnenyampaikannya kepada presiden.

Kalau rnelihat tugas dan wewenang komisi kepolisian walaupun tidak
menyentuh langsung dalam pengawasan perilaku penegak hukum yaitu
polisi namun bukan berarti tugasnya tidak berat , kaiena 6erkaitan dengan
kebijakan yang menentukan nasib kedepan wajah kepolisian ,,eg5ra,
3?."f"h akan menjadi lebih ramah dan manusiawi atau'sebaliknya.-Hal
inilah yang mestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan komposisi
anggota komisi ini.

Berdasarkan Pasal 5 PP No 18/200s kenggotaan Komosi Kepolisian
terdiridari :

1. Pemerintah sebanyak 3 orang yang terdiri dari Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Pakar kepolisian sebanyak 3 orang;
3. tokoh masyarakat sebanyak 3 orang

Ko.mp.osisi keanggotaan Komisi yang tersebut diatas terutama yang nomor
satu dikarenakan tugas-tugas beliau sebagai pejabat Negara, afarin dapat
melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan maksimum, kedepan
mestinya disi oleh orang-orang pernah berpengalaman dalam pelaksanaan
tugas-tugas kepolisian.

lll. Penutup.
Keberadaan komisi-komisi yang dibentuk berkaitan dengan tugas

pengawasan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan apirat
penegak h.ukum yang bermartabat, jujur dan berbudi luhui, agar dapat
m.elaksanakan tugas dan kewenangannya dengan maksimurn lemstinya
diikutu dengan adanya faktor-faKor pendukungnya ,antara lain sebagai
berikut:

1- adanya peraturan-peraturan yang dapat mendukung untuk dapat
dilaksanakan tugas dan wewnangnya
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2. lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksaan tugas lni
hendainya men"auxung iagaimana agar tugas-tugas dari komisi ini

oapat blrjalan dengin daik, jangan justru sebaliknya dengan

berbagai cara untuk menghambat pelaksanaannya;

3. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

4. aparat yang melaksanakan tugas ini sudah sewajarnya harus lebih

baik secara moral dariyang diawasi;

5. dukungan dari masyarakat, dengan adanya sosialisasi dan

meng{alang kerjasama dengan berbagai kompanen masyarakat

,setringga pekerjian yang beiat sekalipun kalau dipikul bersa-sama

akan menjadiringan'

Harapannya semoga kehadiran komisi-komisi ini dirasakan oleh masyarakat

OengLn inOit<ator 
-i"irfr terjadi perubahan aparat penegak hukum . di

lndonesia tercinta, sehinggi hukum dan keadilan dapat dinikmati oleh

seluruh rakyat di negeritercinta ini,amin'
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